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bermasyarakat, baik persamaan hak 
dalam bidang pcndidikan, ekoncmi, sosial 
budaya politik dan hukurn: 

clan berpemerintahan, bernegara, 

Menirnbang : a. bahwa negara menjamin dan melindungi 
persamaan hak setiap orang, termasuk 
kesetaraan gender, dalam kehidupan 

BUPATIKOLAKA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ KOLAKA, 
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• 

b. bahwa dengan mernperhatikan lnstruksi Presideri 

Nornor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutarnaan 
Gender Lialam Pembangunan Nasional, dan Peraturan 
Menteri Oalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Oaerah sebagaimana telah diubah dan 
terakhir diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nornor 67 Tahun 2011, dipandang perlu 
membentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat 
menjadi landasan yurictis dan pedornan teknis dalam 
pclaksanaan pengarusutarnaan gender; 

c. bahwa untuk menjarnin perlindungan kesetaraan dan 
keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerint.ahan, 
pernbangunan, dan pelayanan rnasyarakat di Kabupaten 
Kolaka, diperlukan Pcraturan Daerah yang memuat 
strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan 
dan evaluasi tcrhadap segala kebijakan, program dan 
kegiatan pcmbangunan; 

• 
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(Lernbaran Negara RcpubJik Indonesia 

Tahurr 1984 Nomor 29, Tambahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 3277); 

Perernpuan Terhadap Diskriminasi 

Mengenai 
Bentuk 

tentang Pengesahan Konvensi 
Penghapusan Segala 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pernbentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822): 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

Pengarusutamaan Penyelenggaraan 
Gender; 

sebagaimana dimaksud daiam huruf a, 
huruf b, dan hurui c, perlu menetapkan 
Pera tu ran Daerah ten tang 

pertirnbangan berdasarkan d. bahwa 
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Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tarnbahan Lembaran Negara 

Reoublik Indonesia Nornor 5080); 

Pernbangunan dan Kedudukan Perkembangan 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang 

Pengesahan Konverisi !LO mengenai Diskrirninasi 

Dalarn Pekerjaan dan Jabatan [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3836); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tarnbahari Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4419); 

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahuu 2004 tentang 

Si stern Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421 ); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4388); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t.Pr1tang Dcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang 
Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

scbagairnana telah diubah bcbcrapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Unda ng Nomor 9 Tahun ·2015 tcnt ang 
Pcrubahan kedua alas Undang-Uridang Nornor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 
Nasional; 

l 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 15 Tahun 2008 
ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana 
tclah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Norn or 67 Tahun 2011. 

• 
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Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka. 
2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah mcnurut asas otonorni dan 
tugas pembarrtuan dengan prinsip otonomi seluas 
luas nya dalarn sistem dan prinsip Negara kesat.uan 

Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

BAB I 
KETENTliAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN 

PENGARUSUTAMAAN GENDER. 

Menetapkan 

MEMVTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
KOLA KA 

dan 
BUPATI KOLAKA 

Dengan Persetujuan Bersama 
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-' 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan 
Daerah; 

4. Bupati adalah Bupati Koiaka. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah SKPD lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupatcn Kolaka. 

6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang 
selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Kolaka. 

7. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan 
I , peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan 

yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh 
keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

8. Pengarusutarnaan Gender di daerah yang selanjutnya 
disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk 
mcngintegrasikan gender menjadi satu dirnensi integral 
dalam perencanaan, oenyusunan, pelaksanaan, 
pemaritauan. dan evaluasi atas kcbijakan, program dan 
kcgiatan pernbangunan di dar rah. 
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pembangunan, dan manfaat yang mereka nikrnati, pola 
hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 
timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan 
faktor lainnya seperti kelas sosial, ras clan suku bangsa. 

12. Alur Kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) 

yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis yang 
dikerubangkan untuk membantu para perencana SKPD 
melakukan Pengarusutamaan Gender. 

• 

proses dalam partisipasi daya pembangunan, 

-y· 9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi 
laki-laki dan perempuan untuk mcmperoleh kesempatan 
dan hak-haknya sebagai manusia, agar marnpu berperan 
dan berpartisipasi dalarn kegiatan politik, ekonomi, 
sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan 
dalam menikmati hasil pembangunan. 

10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk rnenjadi 
adil terhadap laki-laki dan perempuan. 

11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi 
dan mernahami pembagian kerja/peran laki-laki dan 
perernpuan, akses kontrol terhadap sumber-surnber 
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13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan 
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang 
dilakukan rnclalui pengintegrasian pengalaman, 
aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian 
pennasalahan perempuan dan laki-laki. 

14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya ARO 
adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan 
perernpuan dan laki laki yang tujuannya untuk 
rnewujudkan kesetaraan dan keadi!an gender. 

15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai 
kema.mpuan untuk melakukan pengarusutamaan 
gender di unit kerjanya masing-rnasing. 

16. Rencana Aksi Daerah Pcngarusutamaan Gender yang 
selanjutnya disebut RAD P'JG ada1ah acuan/arahan 
kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan 
strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 
gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sisternatik, 
terukur dan berkelenjutan sehingga dapat mendorong 
percepatan tcrsusunnya kebijakan program dan 
kcgiatan pembangunan yang responsive gender 
schingga daerah mcndukung kelancaran perancanann 
pelaksanaan dan monitoring evah .. iaei pengarusutaaam 

. .,. 
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gender sccara optimal dalarn pernbangunan menuju 
terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. 

17. Kelompok Kerja Pengaru'sutamaan Gender yang 
selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi 
bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender 
dari berbagai insta:nsi/lembaga di Daerah. 

18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat 
OBS adalah dokumen yang menginfonnasikan suatu 
output kegiatan telah responsif gender terhadap isu 
gender yang ada, da.n/ atau suatu biaya telah 

dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani 
perrnasalahan kesenjangan gender. 

19. Rencana Pemoangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RRJMD adalah dokumen 
perericanaan pembangunan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 
20. Rencana Kcrja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokurnen perencanaan daerah 

untuk periode l (-..atu) tahun atau disebut dengan 
perenccnaan pembangunan tahunan daerah. 
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b. kcadilan; 

c. partisipasi; 

d. keterbukaan: 

e. kesetaraan; dan 

f. non diskriminasi. 

BAB II 

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 
Bagian Kesatu 

Asas 
Pasal 2 

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender berdasar pada 

asas: 
a penghormata.i terhadap harkat dan mastabat manusia; 

21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah 
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (limaj 
tahun. 
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Bagian Ketiga 
Tujuan 
Pasal4 

Tujuan penyelenggaraan PUG adalah sebagai berikut: 
a. memberikan acuan bagi aparatur Pernerintah Daerah 

dan sernua pihak dalam menyusun strategi 

pengintegrasian gender; 

Bagian Kedua 

Mak sud 
Pasal 3 

Penyelenggaraan PUG dimaksudkan untuk: 
a. menjamin kepastian dan perlindungan terhadap 

kesetaraan gender dalarn pembangunan bidang 

pendidikan, ekonorni, sosial budaya, politik dan 

hukurn: dan 
b. memberikan pedoman kepada Pcmerintah Daerah 

dalam percncanaan, pelaksanaan pemerintahan, 
pernbangunan, dan pelayanan kepada rnasyarakat yang 
responsif gender. 
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b. strategi pengintegrasian gender sebagaimana dimaksud 
huruf a, dilakukan rnelalui perencanaan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas 
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di 
daerah; 

c. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui 
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, 
potensi dan penyelcsaian permasalahan laki-Iaki dan 
perempuan; 

d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara; 

e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang 
responsif gender; 

f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam 
kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan 
perernpuan sebagai insan dan sumberdaya 
pembangunan ; 

g. meningkatkan peran dan kemandirian satuan kcrja 
dan/atau lembaga :·a:1g berweriang mengurus 
pernberdavaar. perernpuan; dan 
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BAB IV 

• KEWENANGAN 

Pasal 6 

Kewenangan Pernerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. rnerurnuskan kebijakan, srratcg., dan p-dornan 

mcngcnai peraksariaan PUG; 

BAB Ill 

RUANG LINGKUP PUG 

Pasal 5 
(I) Ruang lingkup PUG meliputi seluruh tahapan kegiatan 

pernbangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan sampai 
tahap evaluasi kebijakan. 

(2) Tahapan kegiatan pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) harus mempertirnbangkan 
aspek responsif gender. 

h. melaksanakan asas penghormatan terhadap hak asasi 
rnanusia, keadilan, partisipasi, keterbukaan, 
kesetaraan, dan non diskrirninasi. 
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pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga 
rnasyarakat, dan lembaga non-pernerintah lainnya; 

d. menfasilitasi hubungan kelembagaan dengan lembaga 
pemerintahan, pusat studi wanita, Iernbaga-lernbaga 
penelitian, lembaga non pemerintah. 

e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
PUG; 

f. melakukan pelaksanaan analisis gender, perencanaan 
anggaran yang rcponsif gender, dan pengembangan 
matcri komunikasi, inforrnasi dan edukasi (KIE) PUG; 

g. menerapkan pelaksanaan PUG yang terkait dengan 
bidang pernbangunan, terutama bidang ,pemberdayaan 
perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, 
politik, dan ketenaga kerjaan; dan 

h. memfasilitasi penyediaan data terpilah menur'ut jenis 
kelamin. 

memediasi b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan 
pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah; 

c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan 
pengembangan mekanisme PUG pada lembaga 
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Pasal 8 
( 1) Dalam melakukan analisis gender sebagairnana 

dimaksud dalaru Pasa' 7 ayat (2) dapat rnenggunak an 

rncrodc Alur Kcrja Analisis Gender (Gender l\11alis.11s 

PuliJt(•oyi atau me todc ,in<.1l1sb lain. 

Pasal 7 
( 1) Pernerintah Daerah berkewajiban rnenyusun kebijakan, 

program dan kegiatan pcmbangunan responsif gender 
yang dituangkan dalarn Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis 

(Renstra) SKPD dan Rencana Kerja SKPD. 
(2J Penyusunan kcbijakan, program dan kegiatan 

pembangunan resporisif gender sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. 

{~) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat 

(:2) menjadi dasar bagi SKPD dalam rnenyusun kegiatan 
yang responsif gender. 

BABV 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PUG 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

' 
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mengkoordinasikan penyu sunan RPJMD, Rcnstra 

SKPD dan Re ncana Kerja SKPD yang rcspon sif gc1.d.:1. 

Daer ah Pembangunan Perencanaan (I) Sadan 

Pasal 10 

Pasal 9 
( 1) Hasil analisis gender sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam GBS. 

(2) Hasil analisis gender yang tcrtuang dalam OBS 

menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan 

kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RKA/DPA SKPD). 

(2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran 

SKPD dilakukan oleh masing-rnasing SKPD yang 

bersangkutan. 
(3) Perumusan analisis gender dalam RPJMD, Renstra 

SKPD dan Rencana Kerja SKPD dapat bekerjasama 

dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang 

merniliki kapabilitas di bidang ini. 
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BAB VI 

POKJA PUG DAN TIM TEKNIS 
Pasal 12 

(II Pada t ingkatan kabupatcn dibe nt uk Pokja PUG. yang 
brrfung:si uniuk mcnduk+nc pr rccpatan pclak.sanaan 
dan pelernbagaan PUG. 

koordinator sebagai pcmberdayaa..n pcrcmpuan 
penyelenggaraan PUG. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 11 

(1) Bupati penanggungjawab urnurn atas pelaksanaan 
PUG. 

(2) Tanggungjawab Bu pati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) implementasinya dapat dilimpahkan kepada 
Wakil Bupati. 

(3) Bupati rnenetapkan SKPD yang membidangi tugas 

(2) Ketentuan lebih !anjut mengenai penyusunan 
RPJMD, Rcnstra SKPD dan Rcncana Kcrja SKPD yang 
responsif gender sebagaimana dimaksud ayat ( l} diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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PasaJ 13 

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. mempromosikan dan rnemfasilitasi PUG kepada semua 

SKPD dan pihak terkait; 

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada 

Kecarnatan, Kelurahan, dan Desa, serta pihak lain yang 

terkait; 

c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun; 

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan 

penganggaran yang responsif gender; 

e. bertangzung jawab kepada Bupati melalui Waki! 

Bupati; 
f. mcrurnuskan rekomcndasi kcbijakan kep:lti;1 Hupari; 

g. rnenyusun Profil Gender Dacrah ; 

(2) Pokja sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diketuai oleh 

Kepala Bappeda dan Kepala SKPD yang membidangi 

pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat. 

(3) Keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh 

Kepala/Pimpinan SKPD. 

(4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
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Pasal 14 

(l) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf beranggotakan aparatur daerah yang 

mcmaharni analisis anggaran responsif gender, dcngan 

Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan 

daerah sebagai ketua . 

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG. 

Pasal 15 

(1) RAD PUG sebagaimana dimaksud da1am Pasal 13 

huruf j memuat: 

a. PUG dalarn peraturan pr-runda.tg-und angnn daeral i; 

b. PUG dalarn siklus pembariaunan daerah ; 

c. pcnguaian kelernbagaan PUG daerah ; c'an 

d. penguatan peran serta masyarakat daerah. 

• 

masing-rnasing instansi; 

i. menetapkan tim teknis untuk rnelakukan analisis 

terhadap anggaran Daerah; 
J. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; da.n 

k. rnendorong dilaksa.nakannya pemiiihan dan penetapan 

Focal Point di masing-rnasing SKPD. 

di pelaksanaan · PUG pernantauan h. melakukan 
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BAB VII 

FOCAL POINT PUG 
Pasal 16 

(1) Untuk mendukung program PUG di setiap SKPD 
diadakan Focal Point. 

(2) Focal Point PUG sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 

terdiri dari pejaba t dan/ a tau staf yang membidangi 
tugas perencanaan dan/atau program. 

(3) Penentuan persoriil Focal Point PUG sebagaimaria 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD. 

Pasal 17 

Tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 adalah: 
a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit 

kerja; 
b. mcmfasilitasi penvu su nan Rencana Kerja dan 

anggaran SKPD yang rc sponsif gender; 

(2) Tata cara penyusunan RAD PUG sebagaimana 
dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Bupati, 

-22- 



Desa/Kelurahan, juga menyampaikan laporan 

pelaksanaan PUG di tingkat kecamatan kepada Bupati 

melalui SKPD yang rnembidangi perul.erdayaan 
perempua n. 

lapaoran 

BAB VIII 

PELAPORAN, PEMAr--rTAUAN, EVALUASI, DAN PEMBINMN 

Pasal 18 

( l) Pelaporan pelaksanaan PUG dilaksanakari secara 

berjenjang. 

(2) Desa/Kelurahan menyarnpaikan laporan pelaksanaan 

PUG kepada Bupati melalui Camat. 

(3) Camat disamping meneruskan 

pengarusutarnaan gender kepada seluruh pejabat dan 

staf di lingkungan SKPD; 
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD; 

e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap 

kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan 

f. mcmfasilitasi pcnyusunan data gender pada SKPD 
masing-rnasing. 

advokasi sosialisasi, pelatihan, c. melaksanakan 
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Pasal 19 
Materi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (l) 

rneliputi: 
a. pelaksanaan program dan kegiatan; 
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; 

c. sasaran kegiatan; 
d. sumber dan penggunaan anggaran; 
c. permasalahan yang dihadapi; clan 

r. upaya yang telah dilakukan. 

(4) Kepala SKPD yang membidangi pembcrdayaan 
perernpuan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG 

kepada Bupati. 
(5) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) menjadi 

bahan penyusunan laporan bagi Bupati untuk 
menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada 
Gubernur. 

(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) 
bulan, dan menjadi bahan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan PUG. 
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Pasal 21 

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG 

yang meliputi: 
a. penerapan panduan tcknis pelaksanaan PUG; 
b. periguatan 'capashas keicrnbagaan melalui pe-lat iha n. 

konsultasi, advokasi dan koordinasi; 

Pasal 20 
(1) Bupati rnelaksanakan pernantauan dan evaluasi 

pelaksanaan FUG. 
(2) Pernantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dilakukan sebelurn dilakukan penyusunan program 
atau kegiatan tahun berikutnya. 

(3) Bappeda melakukan evaluasi sccara rnakro terhadap 
pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra 

SKPD. 
(4) Pelaksanaan cvaluasi dapat dilakukan melalui 

kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi 
Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. 

(5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan 

masukan dalarn penyusunan kebijakan, program. dan 
kegiatan tahun berikutnya. 
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pembcrdayaan pcrempuan. 
(3) Perguruan tinggi dan lernbaga pendidikan lainnya dapat 

berfungsi scbagai sumber inforrnasi, pusat kajian, 
advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan 
dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender. 

yang mernbidangi dikoordinasikan oleh SKPD 

BABIX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 22 
(I) Setiap orang, kelornpok, organisasi masyarakat dan 

lembaga swadaya rnasyarakat bcrhak berperanserta 
dalam berbagai kcgiatan PUG. 

(2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada 

SKPD; 
d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan 
e. strategi pencapaian kinerja. 
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Pasal 24 
Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan P:JG 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
sumber lair, yang sah dan tidak mengikat. 

BABX 
PENGANGGARAN 

Pasal 23 
(1) Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG 

pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan 
bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan PIJG 
di desa ber sumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

(3) Ketentuan mengenai teknis penganggaran sebagairnana 
dirnaksud ayat ( 1) dan ayat (2) dia .. ur dengan Peraturan 
Bupati. 
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BAB XI 

SANK81 ADMINISTRATIF 

Pasal 25 
( 1) Pejabat dan / a tau pegawai yang diberikan tanggung 

jawab untuk mclaksanakan program dan kegiatan 
PUG, apabila tidak melaksanakannya dapat dikeriai 
sanksi administrasi sesuai dcngan Pcraturan 
Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa: 
a. teguran Iisan; 
b. tcguran tertulis: atau 

c. sanksi administratif lainnya yang relevan. 
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Pasal 27 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ 
diundangkan. 

BAB XJI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 
Peraturan pelaksanaan dari Pcraturan Daerah 1111 

ditetapkan paling lama 6 [enarn] bulan sctelah Peraturan 
Daerah ini diundangkan. 
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NOREG. PERATURAN DAER'\H KABUPATEN KOLAKA PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA: 2/88/2016 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 2 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal 3 Oktobcr 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

TTD 

P0ITU MURTOPO 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal 3 Oktobcr 2016 
BUPATI KOLAKA, 

TTD 

AHMAD SAFE! 

penernpatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten 
Kolaka. 

dengan ini Daerah Peraturan pengundangan 
Agar setiap orang mengctahuinya, mernerintahkan 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 
I. UMUM. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 27 ayat (ll mcnentukan bahwa "Semua 
warga negara bersamaan kedudukannya di da/am hukum 

dan pemerintahan dan uiajib menjunjunq tinqqi hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak: ada kecualiruja', Dalam 

pengertian bcrsarnaan kedudukan tersebui termasuk 

persamaan gender, vaitu kesetaraan antara laki-Iaki 

dengan perempuan dalarn hukum dan pernerintahan. 

Untuk persarnaan kedudukan antara laki-Iaki dan 

pcrempuan tersebut Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

Perernpuan di Beijing Tahtm 1995. Meski persamaan 

kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin 

dalarn Undang-Undang selarna 20 Tahun lebih, namun 

praktcknya hingga saat uu masih sering terdapai 

pcnyimpangan. ierkadang perernpuan masih mengalarni 
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Pelaks» naan Um urn ren tang 2008 

diskriminatif dan bahkan mengaJami kckerasan fisik. 
Kondisi ini menyebabkan percmpuan tidak dapat berperan 
aktif dalarn pernbangunan, tennasuk belum menikmati 
hasil pembangunan secara optimal. 

Perernpuan yang seharusnya menjadi salah satu 
elernen pcnting dari proses pernbangunan nasional dan 
pembangunan di daerah tersubmarginalkan dan belum 
dapat mernperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang 
setara dengan laki-Iaki, terutama dalam proses 
perumusan kebijakan dan pengambilan kepurusan 
rnaupun dalarn pelaksanaan pernbangunan di semua 
bidang dan sernua tingkatan. 

Untuk Jebih mcnjarnin kcsamaan kedudukan antara 
laki-laki dan perernpuan, pcmerintah telah menetapkan 
berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutarnaan Gender Dalarn Pernbangunan Nasional 
clan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nnmor 15 Tahun 
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maupun pemanrauan, pelaksa naan, perencanaan, 
evaluasi. 

Perundang-Undangan tersebut Pernerintah Daerah 
Kabupaten Kolaka rnernandang perlu menetapkan 
Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis dan pedoman 
teknis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan 
Pengarusutaman Gender. Dalam Peraturan Daerah yang 
dibentuk ini dikedepankan Prinsip-prinsip Demokratis, 
keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta 
dengan mcrnpertimbangkan potensi dan keanekaragaman 
Daerah. 

Lingkup kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kolaka dalam pelaksanaan Pengarusutarnaan Gender 
mencakup sernua bidang pembangunan, yaitu: bidang 

• 
hukum, ekonomi, poliuk, pendidikan, sosial dan budaya. 
Dalam arti bahwa pada bidang-bidang pernbangunan 
terse but perh 1 diserasikan operasicnalnya dengan 
responsif gender rnelalui tahapannya, sejak mulai dari scgi 

Peraturan substansi memperhatikan Dengan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 
Tahun 201 i. 
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Peraturan Daerah ini bertujuan mernberikan landasan 
yuridis dan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender agar dapat lebih implernentatif dan berkelanjutan. 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Asas penghormatan terhadap harkat dan martabal 
manusra adalah Asas penghormatan terhadap 
hakekat manusia scbagai ciptaan Tuhan YME 

dengan segala kesempurnaannya, yang wajib 
dilindungi dan dihormati oleh siapapun. 
Asas keadilan adalah asas mcnempatkan sesuatu 
pada tempatnya, dan memperlakukan orang pada 
proporsinya dalam pencapaian tujuan PUG. 
Asas partisipasi adalah asas memberikan peluang 
dan kesempatan pada setiap orang sebagai warga 
negara untuk memberikan konstribusmya terhadap 
pencapaian tujuan PUG. 

Asas ketcrbukaan adalah tcrciptanya kondisi yang 
memungkinkan kcterccdiaan informasi yang dapat 

diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Dengan 
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pendidikan, perawatan kesehatan dan sosial-budaya. 
Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak 
rnernbatasi, melecehkan, atau merigucilkan yang 
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada 
perbedaan manusia atas dasar agarna, suku, ras, 
ctnik, kelompok, golongan, status sosial, status 
ekonomi, jenie kelamin, bahasa, keyakinan politik, 
yang berakibat pcngurangan, peuyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau 
penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam 
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan 

a sp=k kehidupan sosial lainnya 

perempuan. Kesetaraan 
di depan hukum, politik, 

antara laki-Iaki dengan 
mencakup hak yang sama 

di mana semua orang yang berada dalam suatu 
masyarakat atau kelompok tertentu memiliki 
status dan hak yang sama. Termasuk kesetaraan 

partisi pasi keterbukan itu mernungkinkan 
masyarakat dalam PUG dapat tercapai, 
Asas kesetaraan adalah asas pengakuan tata sosial 
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Gender; tahap ini dipe, lukan kare na secara 
um urn kcbijakan. program, proyek dan 

Analisis Kcbijakan Responsif • Tahap 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 
Yang dirnaksud dengan perencanaan adalah proses 

Musyawarah Perencanaan Pernbangunan yang 

partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat 

dan memperhatikan keterwakilan perernpuan. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal8 

Ayat (J) 

metode Gender Analisys Pathway dibuat 

dengan menggunakan metodologi sederhana 
melalui 8 (delapan) langkah yang harus 

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: 

I . 
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• 

, 
yang cukup berarti antara perempuan dan laki- 
laki . 

pembangunan mernbenkan manfaat dan berdampak 
sama kepada perernpuan dan laki-laki). Tahapan ini 
meliputi langkah-Iangkah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan/ 

program/ proyek/kegiatan pembangunan 
keluarga berencana yang ada dari rnasing 
masing unit sesuai tugas pokok dan fungsi. 
A pakah ke bijakan /program/ proyek/ kegiatan 
pembangunan telah dirurnuskan dan ditetapkan 
untuk rnewujudkan kesetaraan gender. 

2. Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif 
yang terpilah rnenurut jenis kelamin sebagai 
data pembuka wawasan. Apakah data yang ada 
mengungkapkan kesenjangan atau perbcdaan 

• 

bahwa asurnsi pad a 
selarna ini masih netral kegiatan pembangunan 

gender (didasarkan 
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• 

pembangunan sektor keluarga berencana; (b). kontrol 
terhadap sumber-sumber daya pernbangunan keluarga 
berencana; (c). partisipasi perempuan dan laki-Iaki 
dalarn berbagai tahapan pembangunan keluarga 
berencana termasuk dalam proses pengarnbilan 
keputusan; (d}. manfaat yang sama dari hasil 
pembangunan keluarga berencana atau sumber daya 
pembangunan keluarga berencana yang ada. 

4. Mengidentifikasi masalah-masalah gender (gender 

issues) berdasarkan keempat faktor penyebab 
terjadii.yc kesenjangan gender dengan menjawab 5 W 
dan 1 H. Apa masalah-masalah gender yang 
diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender; 
dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan 
laki-laki dalam masyarakat publik; mengapa terjadi 
kesenjangan terse but; apakah kebijakan/ program/ 
proyek/kegiatan pembangunan sektor keluarga 
bcrcncana y"lng ada jusrru mernperlebar kesenjangan . 

' 

day a sumber-sumber terhadap sarna yang 

3. Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab 
terjadinya kesenjangan gender (gender gap); (a). akses 

• 
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• 

berencanadari langkah 5. 
' . 

• Tahap Ill Rencana Aksi yang Responsif Gender. 

Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai 
berikut: 

keluarga sektor kegiatan pembangunan 

berencana yang reponsif gender. Dengan 
mempertimbangkan hasil proses analisis gender 
yang dilakukan pada langkah l sarnpai 4 tahap 

pertama, sehingga rnenghasilkan kebijakan/ 
program/proyek/kegiatan pembangunan yang 
responsif gender. 

2. Mengidentifikasi indikator gender (gender 

indicator) dari setiap kebijakan/program/proyek/ 

' 

keluarga pcmbangunan proyek/kegiatan 
kebijakan/ program/ kembali 1. Merumuskan 

mempcrscmpit kesenjangan atau tetap, dan apakah 
akar permasalahan. 

• Tahap II Iormulasi kebijakanyang responsif Gender. 
Tahapan ini meliputi langkah-Iangkah sebagai 
berikut : 

• 

' 
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' 

Pasal 9 
Cukup jelas 

• 
I. Menyusun Rencana Aksi; yang didasarkan pada 

kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan pembangunan 
keluarga berencana yang responsif gender dengan 
tujuan untuk mengurangi/menghilangkan 
kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. 
Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan 
tujuan kebijakan yang telah responsif gender yang 

telah diidentifikasi dalam langkah 5. 

2. Mengidcntifikasi sasaran secara (kuantitatif dan 
atau kualitatif) bagi srti.>p rencana aksi butir 
ketujuh. Hasil identifl.lal::1i memastikan bahwa 
dengan rencana aksi tersebut mengurangi dan atau 
menghapus kesenjangan gender. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat 
ini antara lain lembaga-lembaga kajian yang 
dibentuk masyarakat. 

' 
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Pasal 10 
• Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas 
Pasal IS 

, Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukupjelas 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukupjelas 
Pasal 20 

Cukup jelas . 

• 



• 

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN KOL.AKA TAHUN 20:6 NOMOR 2 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal26 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukupjelas 

Pasal 28 
Cukupjelas 

' ' 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal22 
Cukup jelas. 

.. 
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